
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.968, 2019 KEMENDAGRI. Administrasi Kependudukan. 

Pelaporan.  
 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53 TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan tata kelola penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan yang selaras dan 

berkesinambungan melalui tertib pelaporan secara 

mutakhir dan tepat guna, perlu disusun pelaporan 

penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan regulasi dalam pelayanan administrasi 

kependudukan sehingga perlu diganti;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6354); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN. 
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BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan 

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi 

Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi 

pelaksana sebagai satu kesatuan. 

3. Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

yang selanjutnya disebut Pelaporan adalah mekanisme 

penyampaian laporan penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

4. Laporan adalah himpunan data dan informasi dalam 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di provinsi 

dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan jenis, 

format, dan waktu. 

5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata 

penduduk, pencatatan atas Pelaporan peristiwa 

kependudukan dan pendataan penduduk rentan 

Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen 

kependudukan berupa kartu identitas atau surat 

keterangan kependudukan. 

6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting 

yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan 

Sipil pada instansi pelaksana. 

7. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah 

pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan 
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Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui 

SIAK. 

8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau 

data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum 

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari 

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  

10. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab 

dan berwenang dalam Administrasi Kependudukan. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang 

selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah 

perangkat daerah provinsi yang membidangi Administrasi 

Kependudukan.  

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil 

Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah 

kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang 

membidangi Administrasi Kependudukan. 

14. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar 

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit 

pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat 

kecamatan yang berkedudukan di bawah Disdukcapil 

Kabupaten/Kota. 

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat 

NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik 
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atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 

17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya 

disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang 

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk 

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil 

Kabupaten/Kota. 

18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI 

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai Warga Negara Indonesia. 

19. Orang Asing adalah orang bukan WNI. 

 

Pasal 2 

Tujuan Pelaporan, meliputi: 

a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah agar tertib 

dalam menyampaikan Laporan Administrasi 

Kependudukan secara daring dan/atau manual; 

b. memberikan informasi atas permasalahan Administrasi 

Kependudukan; dan 

c. sebagai acuan dalam penilaian kinerja aparatur di 

Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 3 

Sasaran Pelaporan, meliputi: 

a. terwujudnya keseragaman dan kesinambungan 

Pelaporan;  

b. terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

Administrasi Kependudukan; dan 

c. tercapainya penilaian kinerja aparatur Disdukcapil 

Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. 
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